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ABSTRAK

Pelaksanaan good governance merupakan salah satu agendsa vang harus dicapai oleh
Pemerintah Indonesia. Good governance diterapkan di daerah mengacu kepada UL Nomor
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Dacrah. Salah satu  aspek vang harus ditinjau di
dalam pelaksanaan good governance adalah dalam bidang reformasi kevangan dacrah
yang terkait dengan peraturan perundangan UL No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Kegara dan PP No 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Megara’ Daerah.
Pengelolaan barang milik daerah terkait dengan pelaksanaan akuntansi dan penatausahaan
asset. Penelitian yang dilakukan yaitu mesdeskripsikan analisis pelaksanaan akuntansi dan
penatausahann asset pemerintah daersh. Lokus penelitian adalah di Kabupaten Tangh Datar
yaltu pada Pemerintah Daerah. Adapun latar belakang dari penelitian ini di aniuranya
adalah Kabupaten Tanah Datar memiliki Peraturan Bupati sebagai acuan teknis dulam
pengelolaan keuangan namun pada tahun 2008 Peraturan Bupati tersebut belum di punakan
sebagal acuan dalam penatausahasn asset akan tetapi Pemkab Tanah Datar tetap
melakukan kegiatan tersebut yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri,
Kemudian selanjutnya hasil audit BPK terhadap pengelolaan akuntansi dan penataushaan
asset Femkab Tanah Datar Tahun 2008 dinilai disclaimer, schingga perlu untuk dianalisis
persoalan yang menjadi kendala di dalam penatausahasn asset di Pemkab Tansh Datar.
Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendckatan kualitatif dengan tipe
deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggali informasi dari aparatur Pemkab
Tanah Datar dan melalui dokumentasi. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan
behwa pelaksanaan akuntansi aset di Kabupaten Tanah Datar belum terlaksana d engan baik
karena belum adanya sistem dan prosedur akuntansi asel yang diundangkan melalui
peraturan bupati, hal ini menyebabkan pencatatan dan pelaporan tidak mempunyval standar
yang baku untuk mencatat dan melaporkan proses rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan
penyusutan terhadap aset tetap. Kemudian pelaksansan akuntansi dan penatausshaan aset
di kabupaten tansh datar terkendala pada keterbatasan kemampuan personil yang
melaksanakan proses akuntansi dan penatausahaan aset sehinggs dalam pelaksanaannya
belum mengikuti peraturan yang telah ditetapkan peraturan dan perundang-undangan
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari olch
seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masvarakat dunia
memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan
kepemerintahan yang baik (eood povermarce). World Bawk dalam Mardiasmo
(2004:18) mendefenisikan Good  governance sebapai  suatu penyelengearaan
manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran
salah  alokasi dana investasi, pencegahan korupsi beik  sccara politik  dan
administratif. Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga clemen
yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, Transparansi dibanpun atas dasar
kebebasan  memperoleh  informasi. Partisipasi  maksudnya mengikutseniakan
keterlibalan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secar langsung maupun
tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan asprirasinya
Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiyp

aktivitas yang dilakukan,

Untuk mewujudkan good governance diperlukan perubahan paradigma
pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimans

pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan, PParadigma baru tersebut



BAB V

PENUTUF

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kabupaten Tanah Datar
menurut Perda No. | Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Urganizasi
Sekretariat Daersh dilaksanakan oleh Bagian Umum Setda Kabupaten Tanah Datar.
Selanjutnya dengan berlakunya Perda No. 7 Tahun 2008 tentang  Pembentukan
Struktur Organisasi dan Tata Keda Dinas Daersh maka pelaksanaan pengelolaan
barang milik daerah dialihkan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuvangun dan

Assel (DPPEA).

Terkait dengan pelaksanaan akuntansi aset di Kabupaten Tanah Datar whun
2008, pelaksanaan akuntansi aset di Kabupaten Tanah Datar belum terlaksana dengan
baik karena belum adanya sistem dan prosedur akentansi aset vang diundangkan
melalui peraturan bupati, hal ini menyebabkan pencatatan dun pelaporan tidak
mempunyai standar vang baku untuk mencatat dan melaporkan proges rehabilitas),

perubahan klasifikasi dan penvusutan terhadap aset tetap.

Penerimaan Aset di Kabupaten Tanah Datar dilaksanskan setelah Berita
Acara Pemeriksaan (BAP) diperiksa dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa
Barang dan pihak terkait sesuai dengan isi dokumen tersebut, Tetapi masih ada

masalah dalam pelaksanaan penerimaan aset pada tahun 2008 karena sampai saat ini
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